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PENGANTAR REDAKSI

SP3 Harus Dicabut dan Penyidikan Korporasi
Dilanjutkan

A 5 3 s
ejadiankebakaranhutandanlahanditahun2015masihmenyisakanderitayangluarbiasatentusaja,
bagikeluarga 5warga Riauyang harus meninggal dunia, dan bagiseluruh rakyat Riauyang mera-
sakan sulitnya bernafas ditengah udarayangtidaklayak dihirup. Kejadian yang tidakmudah dan
tidak bisa kita lupakan.

Pada19Juli2016,Jikalahari,didasarkan padahasilinvestigasimengeluarkanrilisPoldamenghentikanpenyidikan
terhadap11korporasididugapelakupembakarlahanpada2015.DuaharikemudianPoldamenyampaikandalam
konferensi persnya bahwa bukan 11 perusahaan yang telah di SP3, melainkan 15 perusahaan.

Salahsatukritikterhadap PoldadalamkasusSP3 15korporasiiniterkaittidakdibukainformasitersebutkepa-
dapublik,seolah-olahadayangditutup-tutupi.SP315korporasisendiritelah diterbitkansejakJanuarihingga
Juni2016.Alasanpenghentianpenyidikanpunbervariasidarisoalareaterbakarberkonflikdenganmasyarakat,
ijinkorporasisudahdicabut,hinggaperusahaandianggapsudahmelakukantindakanpemadaman.Atasalasan
tersebutJikalaharimenilaialasantersebutadalahlemahdantidaklayakdijadikandasaruntukkeluarnyaSP315
korporasi.Jikaareallahanberkonflikdenganmasyarakattidakdapatdiprosesdimejahukum,makakasusnaik
dan diproses secara hukumnya kasus kebakaran oleh PT. ADEI adalah satu bukti sebaliknya.

PadaSeptember2016,Jikalaharimelakukaninvestigasikeareal 15korporasiSP3.Tujuannyauntukmemberi-
kanfaktalapanganterkaitalasankeluarnyaSP315korporasitersebut. Hasilsemakin mengkonfirmasilemah
dan tidak layaknya SP3 15 perusahaan diterbitkan.

Jikalahari Magazine kembali hadir dihadapan pembaca menyampaikan hasil temuan lapangan diareal 15
korporasiSP3.Selainmemaparkanhasil-hasiltemuan,laporaninvestigasiinijugadilengkapidengan analisis
hukum terkait layak atau tidaknya SP3 15 korporasi diterbitkan.

Akhirnya, semogahasilkerjapengumpulandatalapangandananalisishukumyangdisajikandapatmenjadi
dasar bagi Kepolisian Daerah untuk mencabut SP3 15 korporasi terindikasi karhutla dan bagi publik untuk
memberikan tekanan yang terus menerus agar SP3 15 korporasi terindikasi karhutla tidak bernasib sama
denganSP314perusahaanterindikasiillegalloggingditahun2008silam.Untukpengelolaanhutanyanglebih
baik!

Woro Supartinah
Koordinator Jikalahari
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Bukti Harus Lebih Terang dari Cahaya

dal15korporasikasuskebakaranhutandan

lahanyangkamiSP3.Alasannyakarenakita

tidak punya buktikuat,"kata KombesRivai

SinambelaDirekturKriminal KhususPolda
Riau pada 21 Juli 2016 pada portal okezone.

Alasan penghentian penyidikan itu, bertentangan
denganpostulatdalamhukumpidana:lnCriminalibus,
probantionesbedentesseluceclariores.Maknanya,dalam
perkarapidana,bukti-buktiituharuslebihterangdari
cahaya.

“Apakah mungkin untuk menyidik atau memeriksa
suatu tindak pidana yang telah pernah dihentikan
penyidikannnya atas alasan tidak cukup bukti?”

“Jelas, mungkin!” jawab M Yahya Harahap, SH,

Eks hakim agung selama 39 tahun, dalam bukunya
PembahasanPermasalahandanPenerapanKUHAP:
Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua).

Harahapmenjelaskan,penghentianpenyidikanatas
alasantidakcukupbukti,samasekalitidakmembawa
akibat hapusnya wewenang penyidik untuk meny-
idikdan memeriksa kembalikasus tersebut. Apabia
ternyatadikemudian haripenyidikdapatmengum-
pulkanbukti-buktiyang cukup dan memadaiuntuk
menuntuttersangka, penyidikandapatdimulailagi.
Alasannya?

Dari segi hukum formal, penghentian penyidikan

ALA 15 KORPORAL] KASLE
MEEAKARAN WUTAN CAN
LAHAN FANG M S,

ALAZANNYA KARENA KITA
TIDSE FLNTA ELNT! KUST

haeeprs Ky

SRR

tidaktermasukkategorinebisinidem.Sebab, peng-
hentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup
putusan peradilan. Dia baru bertaraf kebijaksanaan
yang diambil pada taraf penyidikan, sehinggayang
melekatpadatindakanpenghentianpenyidikanhanya
terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal
penyidikan.

Untuk memahmipengertian“cukup bukti”sebaikn-
yapenyidikmemperhatikandan berpedoman pada
ketentuanPasal 183 KUHAPyangmenegaskanprin-
sip“batas minimum pembuktian”(sekurang-kuran-
gnyaadaduaalatbukti),dihubungkandenganPasal
184inilahpenyidikberpijakmenentukanapakahalat
buktiyang ada ditangan benar-benar cukup untuk
membuktikan kesalahan tersangka di muka persi-
dangan.Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai,
lebihbaikmenghentikanpenyidikan.Namun,biladi
belakangharipenyidikdapatmengumpulkan bukti
yanglengkapdanmemadai,dapatlagikembalimem-
ulaipenyidikanterhadaptersangkayangtelahpernah
dihentikan pemeriksaan penyidikannya.

“Terlebihdalamperkarapidana,pembuktiansangat-
lahesensialkarenayangdicaridalamperkarapidana
adalah kebenaran materil,” kata Prof Eddy O.S
Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuk-
tian.

Merujuk pasal 1 butir 14, Pasal 17 berikut penjelas-
annya dan Pasal 21 ayat (KUHAP), berbagai istilah
yangkedengarannyasama,tapisecaraprinsipberbe-
da:istilah”bukti permulaan’,“bukti permulaanyang
cukup” dan “bukti yang cukup”. Sayang, KUHAP
tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait
perbedaan ketiga istilah tersebut.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) Kapolri
,“bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal1butir14dalamrangkamenetapkanseseorang
sebagai tersangka berdasarkan satu alat bukti dan
laporan polisi. Artinya, alat buktiyang dimaksudkan
disini sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KU-
HAP,baikituketerangansaksi, keteranganahli,surat,
keterangan terdakwa maupun petunjuk.

“Saya berpendapat, kata-kata “bukti permulaan”
dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tak hanya sebatas alat
bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KU-
HAP, namun juga dapat meliputi barang buktiyang
dalamkontekshukumpembuktianuniversaldikenal
denganistilah physical evidence danreal evidence,”
kata Prof Hlariej.
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Untukmenakar,lanjutnya,buktipermulaan,tidaklah
dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan
kepadatersangka.Padahakikatnyapasalyangakan
dijeratkan berisirumusan delikyang dalam konteks
hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti.
Artinya,pembuktianadanyatindakpidanaharuslah
berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana
yang ada dalam suatu pasal.

Mengenaiistilah“bukti permulaan yang cukup”da-
lam Pasal 17 KUHAP adalah pada bewijs minimum
atau minimum bukti yang diperlukan untuk mem-
prosesseseorangdalamperkarapidana,yaituduaalat
bukti. Hal inipun masih menimbulkan perdebatan
terkaitduaalatbukti,apakah duaalatbuktitersebut
secara kualitatif atau kuantitatif?

Menurut Prof Hiariej, Secara kualitatif. Dua alat buk-
titersebutharusadaketerangansaksidanketerangan
ahliatau keterangan saksi atau keterangan ahlidan
surat dan seterusnya.Tegasnya, dua alat buktiyang
dimaksud secara kualitatif adalah dua darilima alat
buktiyangadadalam Pasal 184 KUHAP:Keterangan
saksi,keteranganahli,surat,keteranganterdakwadan
petunjuk.

Secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung
sebagaiduaalatbukti.Dalamtataranpraktis,duaalat
buktiyangdimaksudadalahsecarakualitatif, kecuali
perihal keterangan saksi, duaalat buktiyang dimak-
sud dalat secara kualitatif dan kuantitatif. “Dalam
perkaran pidana tidak ada hirarki alat bukti”

Dalamkontekshukumpidana,untukmenanggulangi
kejahatanluarbiasa,alatbuktiyangdapatdigunakan
didepan sidang pengadilan tidak sebatas yang ter-
maktub dalam pasal 184 KUHAP.

Pasal 96 UU No 32 Tahun 2009 PPLH: alat bukti
yang sah dalamtuntutan tindak pidanalingkungan
hidupterdiriatas:(a)keterangansaksi,(b)keterangan
ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa
dan atau (f) alat bukti lain, termasuk alat bukti yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Alatbuktimaksudnya—dalampenjelasanpasal—me-
liputiinformasiyangdiucapkan,dikirimkan,diterima,
ataudisimpansecaraelektronik,magnetik,optik,dan
atauyangserupadenganitu,danataualatbuktidata,
rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat
dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan
atautanpabantuansuatusarana,baikyangtertuang
diatas kertas, benda fisikapapun selain kertas, atau
yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada
tulisan,suaraataugambar, peta,rancangan,fotoatau
sejenisnya,huruf,tanda,angka,simbol,atauperpora-
siyangmemilikimaknaatauyangdapatdipahamidan
dibaca.

Artinya, UU PPLH memperluas alat bukti menjadi
enam, di dalam KUHAP hanya lima alat bukti.

“Perkembangan zaman dan teknologi membuat

hal-hal yang dapat membuat terang perkara dan
membantupenilaianhakimtidakhanyasebataslima
hal yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP,
terlebihdikasus-kasuslingkunganbanyakmenggu-
nakanalatbuktiilmiah(scientificevidence),teknologi
sepertifotosatelitdancitrahotspotbelumdiakomo-
diasi dalam KUHAP. Perluasan alat bukti diperlukan
dalam lingkungan hidup,” hal 258 Anotasi UU 32
Tahun 2009 ttg PPLH terbita ICEL 2014.

“Artinya, sudah tidak ada pembatasan yang tegas
antaraalatbuktidanbarang bukti.Demikian halnya
dalammenghadapiperkembangantekonologiinfor-
masi, data elektronik adalah alat buktiyang sah dan
dapatdigunakandalamsidangpengadilansebagaima-
na dimaksud dalam UU ITE," kata Prof Hiariej.

Lantas, bagaimana cara mendapatkan bukti?
DalamPerkapNo14tahun2012tentangmanajemen
penyidikan, penyidikuntukmelakukanpenyelidikan
dapat melakukan pengolahan TKP, pengamatan
(observasi), wawancara (interview), pembuntutan
(surveilance), pelacakan(tracking),penyamaran(un-
cervocer), dan penelitian dan analisis dokumen.

Detailnya:

Pengolahan TKP: mencari dan mengumpulkan ket-
erangan,petunjuk,barangbukti,identitastersangka,
dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan
selanjutnya;mencarihubunganantarasaksi/korban,
tersangka,danbarangbukti;danmemperolehgamba-
ran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

Pengamatan(observasi):melakukanpengawasanter-
hadapobjek,tempat,danlingkungantertentuuntuk
mendapatkaninformasi-informasiyangdibutuhkan;
danmendapatkan kejelasanataumelengkapiinfor-
masiyangsudahadaberdasarkanpengetahuandan
gagasan yang diketahui sebelumnya;

wawancara(interview):mendapatkanketerangandari
pihak-pihaktertentumelaluiteknikwawancarasecara
tertutupmaupunterbuka;danmendapatkankejelasan
tindakpidanayangterjadidengancaramencarijawa-
banataspertanyaansiapa,apa,dimana,denganapa,
mengapa, bagaimana, dan bilamana;

Pembuntutan (surveillance): mengikuti seseorang
yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau
oranglainyangdapat mengarahkan kepada pelaku
tindak pidana; mencari tahu aktivitas, kebiasaan,
lingkungan,ataujaringan pelakutindakpidana;dan
mengikutidistribusibarangatautempatpenyimpanan
barang hasil kejahatan;

Pelacakan (tracking): mencari dan mengikuti ke-

beradaanpelakutindakpidanadenganmenggunakan
teknologi informasi; melakukan pelacakan melalui
kerjasamadenganinterpol,kementerian/lembaga/
badan/komisi/instansiterkait;dan melakukan pela-
cakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
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Penyamaran (undercover): menyusup ke dalam
lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya
untukmemperolehbahanketeranganatauinformasi;
menyatudengankelompoktertentuuntukmemper-
olehperandarikelompoktersebut,gunamengetahui
aktivitasparapelakutindakpidana;dankhususkasus
peredarannarkoba,dapatdigunakanteknikpenyama-
ransebagaicalonpembeli(undercoverbuy),penya-
maran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi
narkobasampaitempattertentu(controlleddelivery),
penyamaran disertai penindakan/pemberantasan
(raid planning execution);

Penelitiandananalisisdokumen,yangdilakukanter-
hadapkasus-kasustertentudengancara:mengkom-
pulirdokumenyangdidugaadakaitandengantindak
pidana;danmenelitidanmenganalisisdokumenyang
diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak
pidana serta modus operandinya.

Perkap Kapolri memberi kewenangan penuh pada
penyidikuntukmenemukandan mencaribukti,alat
buktidanbarangbuktimeskidengancara-caraillegal
atau cara-carayang tidakmungkin dapat dilakukan
oleh warga biasa.

Polda Riau pernah punya cerita sukses memegang
postulat bukti harus lebih terang dari cahaya. Peny-
idik Polda Riau pada 2013 dan 2014, berhasil mene-

tapkan tersangka korporasi PT Adei Plantation and
IndustrydanPTNationalSagooPrimahanyadengan
menggunakanbuktipermulaanyaitu:keteranganahli
dan keterangan saksi. Bahkan semua alat bukti bisa
dibuktikan di persidangan oleh Penuntut Umum.

Polda Riau waktu itu menggunakan pendekatan
“buktiilmiah”, meski tidak dapat siapa pelaku pem-
bakarnya,karenakebakaranberadadidalamkonsesi
perusahaan, merujuk UU 32

Tahun2009tentangPPLH, korporasidapatdipidana.
Dan hasilnya? Polda menang, dua korporasi itu
divonispengadilan.Pendekatan lainnya, PoldaRiau
menerapkan multidoor, pengenaanbanyakhukum
pidana terkait kasus Sumber Daya Alam.

Cerita sukses itu berakhir saat SP3 15 korporasi.
Meski, ada dua korporasi PTLanggam Inti Hybrindo
dan Palm Lestari Makmur naik ke persidanganyang
menjadi terdakwa bukan korporasi namun hanya
levelmanajemendandirekturutama.DanPoldaRiau
kembalimemenangkanuntukkasusPTPalm Lestari
Makmur.

Dan, meski tahun 2016 Polda Riau menetapkan PT
Wana Subur Sawit Lestari (kasustahun2015)dan PT
SontangSawitPermai,namunkitataktahusiapajadi
tersangka? korporasi atau manajemen korporasi?

Yang jelas, tidak ada bedanya kasus yang ditangani
Polda Riau tahun 2013 dan 2014 dibanding tahun
2015 dan 2016. Sebab: sama-sama terjadi karhutla
didalamkorporasi.Untukmembuktikannyatinggal
menggunakanalatbuktiyangdipakaitahun2013dan
2014 plus pendekatan multidoor.

Yang tak jelas, barangkali, sepertiinstruksi Presiden
Jokowi pada Kapolri Tito Karnavian yang dilantik
pada 13 Juli 2016 lalu: berantas mafia hukum.

Sayajugamembayangkan,penyidikPoldaRiautahun
2013-2014 melakukan penyidikan dan mencarialat
bukti,miripdenganfilmJameBond,agen007,beker-
ja demi kepentingan publik.

Penyidik tahun 2015, saya kira, tak layak disebut
sebagai polisi sebab mengacu pada Perkap Kapolri,
sangatmudahuntukmendapatkanalatbuktidengan
cara-cara yang sudah saya sebutkan di atas.

Harapan terbesar kita, saat ini ada pada Presiden
Jokowi, Mendagri dan Gubernur Riau, untuk segera
mendesak dan memerintahkan Kapolri melakukan
gelar perkasa khusus.

Agar cahaya kebenaran tidak dimatikan oleh mafia:
korporasidan cukong.Rakyat harus bersatu, seperti
pekik perjuangan: Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalah-
kan!

Oleh Made Ali
Wakil Koordinator Jikalahari
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SP3 “Penyelamat” Bagi Perusak Lingkungan Riau

Asap akibat karhutla pada 2015 menggangu aktifitas masyarakat. Jarak pandang menurun dan udara berada dalam
level berbahaya untuk dihirup. Lokasi foto Jalan Gajah Mada Pekanbaru menuju kediaman Gubernur Riau pada 21 Ok-

tober 2015.

epanjangJanuari-November2015,RakyatRiau

menghiruppolusikabutasapdaripembakaran

hutandanlahangambut.Polusiasapkianpekat

danmenyelimutiRiauterparahsejakJuni-No-
vember 2015. ISPU selalu berada di level “Berbaha-
ya’, bahkan melebihi ambang batas ISPU.

RakyatRiaumarah besar, lantaran Plt GubernurRiau
baru menetapkan status“tanggap darurat”pada 14
September2015,itupunsetelahgerakansosialmende-
sak Presiden JokowidanMenteriLingkunganHidup
dan Kehutanan melalui media sosial. Plt Gubernur
Riaubarusibukbekerjadansegeramembanguntujuh
poskokesehatanbagimasyarakatterdampakasapkar-
hutla.Pelayanankurangdanseadanya,korbanpolusi
asaphanyadiberimaskertipis,vitamin,danhanyatiga
poskoyangmenyediakanoxycandanoksigenporta-
ble.

Ditengahamarahrakyat,limawargaRiaumeninggal
akibat menghirup polusi kabut asap: tiga anak kecil
danduaorangdewasameninggal.RakyatRiauberdu-
ka:lebihdari97.139wargamenderitapenyakit:infeksi
saluran pernapasan akut (ISPA) 81.514, pneumonia
1.305,asma3.744,iritasimata4.677,iritasikulit5.899.
Bandaraditutuphampirduabulan.Takhanyamasalah
kesehatan,World Bankmencatatkerugianekonomi
akibat karhutla mencapai Rp 20 triliun.

MoEF dan BNPB mencatat bahwa pada 2015 lahan
diRiauterbakarhinggamencapai186.069hektar.Di-
antaraluasanlahanterbakartersebut,sekitar107.000
hektar merupakan lahan gambutdansisanyatanah
mineral.

Pada Oktober 2015 di tengah karhutla Eyes on The
Forest (EoF) lakukan investigasi untuk melihat la-
han-lahan yang terbakar di Riau. Rentang Oktober
hingga November, tim melakukan investigasi di 37
korporasibaik HTImaupun sawityanglahannyater-
bakar.

Temuantimdiareal konsesiperusahaan: kebakaran
terjadi dalam upaya untuk pembersihan lahan dan
penyiapanlahan.Haliniterlihatdariadanyaalatberat
yangberoperasi,tumpukan-tumpukankayusebagai
bahanbakar serta bibit-bibit sawityangtelah diper-
siapkan.Lahanyangterbakarsebagianbesarberadadi
kawasangambut.Dari37lahanperusahaanyangdi-
investigasiEoF,delapandiantaranyamerupakankor-
porasiyangditetapkansebagaitersangkaolehPolda
Riau.

November hingga Desember 2015, hujan melanda
ProvinsiRiau.Asapmenghilang,aktifitaswargakem-
balinormal.Ke 18korporasitersebutmasihberstatus
penyelidikan.
Ditengah’bencana’karhutlatersebut,PoldaRiaupro-
gresifmelakukanpenegakanhukum.Sekitar91orang
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Proses Penegakan Hukum Polda Rlau atas Perkara Karhutla Kerporas! tahun 2015

Proses SIDIK
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{PT Parawirs

Perkebunian Kelapa Sewit

i PT Lenggam Inti Hybringe (pererangan] |Perkebuanan Kelapa Sawn

11 [PT Lamggam Inii Hybrindo [karporasi)

Parkebunan Kelapa Sewil

2|77 Palen Lastarl Makmur [parorangan) [Ferknbunan Kelapa Sawit
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wargadijadikantersangkadan 18korporasidilakukan
penyelidikan diduga pembakar hutan dan lahan.

Khusus untuk korporasi, total hutan danlahanyang
terbakar didalam 18 konsesi perusahaan mencapai
5.769 hektar. Dari 18 korporasi itu, Polda Riau men-
etapkan Frans Katihokang (Manajer Operasional PT
LanggamintiHibrindo)sebagaitersangkadan3pet-
inggi PT Palm Lestari Makmur yaitu ling Joni Priyana
selaku Direktur, Edmond John Pereira selaku Man-
agerPlantationdanNischalMahendrakumarChotai,
ManagerFinancejugaditetapkansebagaitersangka.
Sisanya, 16 perusahaanmasihdalamprosespenyeli-
dikan. Artinya, belum ada tersangka dari korporasi
yang ditetapkan oleh Polda Riau.

Januari-Juni2016tidakterdengarkabarstatuske 16
korporasi dari Polda Riau.

PadaMei2016,Jikalaharimemperolehinformasibah-
wa11dari18korporasitelahdihentikanpenyidikann-
yaolehPoldaRiau.Lalu, Jikalaharimelakukaninves-
tigasiihwal kebenaraninformasitersebut.Informasi
itu benar adanya.

Pada19Juli2016,Jikalaharimelansirtemuantersebut
kepadapublikdalamrilisberjudulKapolrisegeraevaluasi
kinerjaKapoldaRiauBrigjenSupriyantokarenamenghenti-
kanperkara11korporasikarhutlatahun2015.Esoknya,
Polda Riau melalui Ditreskrimsus, Rivai Sinambela,

V

DARI 18 PERUSAHAAN, SUDAH 2
PERKARA SAMPA| PADA PUTUSAN
PENGADILAN HEGER|.

MELAINHAN PARA PIMPINANNYA
FANG MENJADY TERSANCHA
PERORANGAN,

melakukankonferensipersmenyampaikanbukan11
perusahaanyangdihentikanpenyidikannya,melainkan
15korporasi.Total areal 15 korporasiterbakar seluas
5.137 ha.

AlasanPoldaRiaumenerbitkanSP315korporasi,ber-
dasarkan penyidikan menyimpulkan:

1. Arealyangterbakarmerupakanareal sengketa
yangdikuasaimasyarakatdantelahditanamike-
lapa sawit.

2. Pada saat terjadi kebakaran izin IUPHHK-HTI
telah dicabut atau sudah tidak beroperasi lagi.

3. Perusahaanmemilikitimkhususuntukpenang-
gulangan kebakaran.

4. Memilikisaranadanprasaranadalampenanggu-
langankebakaranyangtelahdilakukanpengece-
kan oleh UKP4.

5. AdanyaketeranganAhliyangmenyatakantidak
terpenuhinya unsur pidana.

UntukmembuktikanalasanpenerbitanSP3,Jikalahari
sepanjangSeptember2016melakukaninvestigasidi
15 perusahaandengan caramendatangiareal peru-
sahaan,memotret,mengambiltitikkoordinathingga
mewawancaraiwarga.Hasiltemuandiramu,dianalisis
dengansumberlainyangrelevansertadianalisisden-
ganpendekatanhukum.Hasilnya:temuaninibertolak
belakangdenganalasan penerbitan SP3 PoldaRiau.
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alam resume perihal penerbitan SP3 15
Korporasi, Polda Riau mengemukakan
alasan penghentian perkara:

Pertama, PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Suk-
ses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT
Alam Sari Lestari , PT Rimba Lazuardi, PT Suntara
Gaja Pati dan PT KUD Bina Jaya Langgam.

Alasan penghentian: Sebagian besarlahan perusa-
haandikuasaimasyarakat.Perusahaansudahberusaha
merebut kembali namun tak berhasil. Laporan dari
perusahaantelah disampaikan kepada KLHK. Polda
Riautelahmelakukanprosesmediasitapitidakberha-
sil.Jadikasuslahanmasihbersengketa.Kemudianla-
hantersebutakandibangunkebunsawitdengancara
membersihkan lahan dengan membakar lahan.

Kedua, PT Pan United, PT Siak Raya Timber dan PT
Hutani Sola Lestari.

Alasanpenghentian:izinPTPanUnitedsudahdicab-
utolehMenHutsejak September2012.PT Siak Raya
TimberizinHPHnya dicabut Menhut 21 Maret2013.
PT Hutani Sola Lestari izin HTI nya dicabut Men-
LHKtahun 2015 dan penyidikan karhutla ditangani
PPNS KLH.

Ketiga,PTParawiradihentikankarenaapiberasaldari

kebakaran lahan di PT Langgam Inti Hibrindo, se-
dangkankasusPTLanggamIntiHibrindosudahdisi-
dangkan di PN Pelalawan.

Keempat, PTRiauJayaUtamadihentikankarenalahan
terbakar sekitar4 hadenganasal apidariluarkebun
perusahaansekitar6Hadanperusahaanberhasilme-
madamkansecarakeseluruhanlahanyangterbakar.

Kelima,PTBukitRayaPelalawan,alasanpenghentian
karenalahanyangterbakarmasihbersengketadengan
masyarakatkelompoktani,apiberasaldarilahanyang
dikuasai oleh kelompok tani dan pihak perusahaan
turut aktif memadamkan api.

Keenam, PT Dexter Rimba PerkasaIndonesia, alasan
penghentian karena izin HTInya dicabut oleh KLHK
sejakFebruari2015.Perusahaantersebuttakberoper-
asidaritahun2007karenaseluruhlahandikuasaioleh
masyarakat.

Ketujuh,PTRuasUtamaJaya,alasanpenghentianla-
hanyang terbakar seluas 288 ha dikuasai oleh mas-
yarakatuntukmenanamkaretdan sawitseluas8000
Ha.Pelakuperorangansudahditangkapdandiproses
oleh Polres Dumai.

Alasan SP3 karena “tidak cukup bukti"”.

Perihal SP3 15 Korporasi

HASIL PENYIDIKAN MENYIMPULKAN

02

[0 ]

03 04

AREAL YANE TEREBAKAR PADA SAAT TERIADI PERUSAHAAN MEMILIE] MEMILIKI SARANA ADANYA KETERANGAN
MERUPAKAN AREAL KEBAKARAN IZIN TIM KHUSUS UNTUK DAN PRASARANA TANE MENYATAKAN
SENGKETA YANG DIKIASAI [UPHHK-ATI TELAH PENANGEN LANEAN DALAM PENANGEULARGAN  TIDAK TERPENUHINYA
MASYARAEAT DAM TELAH DICCABUT ATAU HEBAKARAN. REBAKARAN YANG UNSUR PIDANA,
DITAMAMI KELAPA SAWIT. SUDAH TIDAK TELAH DILAKUKAN
BEROPERAS! LAEL. PENGECEKAN DLER KP4
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Hasil Investigasi di 15 Korporasi

epanjangSeptember2016,Jikalaharimelakukaninvestigasidi15perusahaan.Berikutdetailtemuan15kor-
porasi:

1. PT Bina Duta Laksana (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

Areal terbakar seluas 299,4 Ha dikuasai mas-
yarakatdanditanamikelapasawit.Sudahada
usahaperusahaanmengajukanpermintaanin-
klaf ke Menhut, namun tidak ada tanggapan.
PoldaRiaumenyatakanmelakukanmediasiun-
tukmeyelesaikanpersoalansengketalahanini.
Perusahaan sudah memiliki tim damkar dan
memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keteran-
gan Ahli AMDAL).

Ahli Karhutla menjelaskan kebakaran ditu-
jukanuntuk pembukaanlahandalamrangka
penyiapanlahanuntukpenanamankelapasaw-
it, namun Polda tidak menemukan bukti ter-
penuhinyaunsurkesengajaankarenaPTBDL
tidak bergerak dibidang perkebunan.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

Arealterbakar berada dalam kawasan gambut
dan merupakan semak belukar, sebagian kecil
kebunkelapadankawasanhutanalam.Kawasan
terbakarinibersebelahandenganarealyangtel-
ahditanamiakasiamilikperusahaan.Hinggakini
arealbekasterbakardibiarkansajatanpaadaak-
tifitas apapun.

Terjadi konflik dengan masyarakat Desa Gem-
bira sejak pertama perusahaan mendapatizin
pada2006karenamasyarakatmerasaperusahaan
mengambil lahan penghidupan mereka. Dari
penjelasan masyarakat, saat ini mereka sudah
tidak dapat berbuatapa-apalagikarenaselalu
kalah menghadapi perusahaan.
MasyarakatDesaGembiratidakpernahdilibat-
kan dalam mediasiyang dilakukan Polda Riau.

Areal bekas pembakaran lahan dan hutan yang terjadi pada 2015 berada dalam konsesi PT. Bina Duta
Laksana. Areal berada pada kawasan gambut yang seharusnya dilindungi. Koordinat S 0°9'58.31” E
103°2'12.71". Foto diambil pada 15/09/2016
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2. PT Perawang Sukses Perkasa Industri (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

+  Areal terbakar seluas 4,2 hektar merupakan «  Arealterbakar diperkirakan mencapai 7 hek-
arealyangdikuasaimasyarakatyangsudahdi- tar.Ditemukansisaakasiayangsudahmenjadi
tanami karet. arang.Arealbekasterbakartersebutsaatinisu-

+  Polda Riau melakukan mediasi namun tidak dahditanamitanamanakasiaolehperusahaan.
berhasil. +  MasyarakatDesaSiabumenjelaskanmemang

«  PTPSPIsudah memiliki tim damkar dan me- pernahterjadikonflikantaraperusahaandan
menuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan masyarakat, namun masyarakat selalu kalah.
Ahli AMDAL). Terkait mediasi yang dilakukan Polda Riau,

«  Ahli pidana menjelaskan perusahaan tidak masyarakat tidak mengetahui sama sekali.

memilikitanggungjawabataskebakarankarena
dikuasai masyarakat.

. &

Ditemukan sisa akasia yang terbakar pada 2015. Kini areal bekas terbakar sudah ditanami akasia kem-
bali oleh perusahaan. Koordinat N 0°11'5.34" E 101°8'22.35". Foto diambil pada 02/10/2016

el - 4 " : i - =il : i —a = . § i r- o

Areal terbakar sekitar 7 hektar melebihi yang disampaikan Polda Riau. Areal bekas terbakar tersebut
kini sudah ditanami akasia kembali sebelum SP3 diterbitkan. Koordinat NO°11'3.34" E 101°8'27.41".
Foto diambil pada 02/10/2016

Tempias | 11



3. PT Sumatera Riang Lestari (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

«  Luaslahan terbakar sekitar 114 hektardanapi -  Lahanterbakarsaatinisudahditanamiakasiabe-
berasal dariarealkebunsawitmilik masyarakat rusiasekitarsetahun.Didugasetelahkebakaran,
yangbersengketadenganperusahaan.Kebakaran pihak perusahaan langsung menanami lahan
tersebutmenghanguskanakasiayangsudahbe- bekas terbakar dengan akasia.
rumur4tahun11bulanyangdirencanakanakan «  Areal terbakar merupakan lahan gambut.
dipanen pada 2016. «  Pernyataan api berasal dari lahan masyarakat

«  Poldamenjelaskantelahmelakukanmediasina- tidakbenar, karenayangterbakaradalahlahan
mun tidak memperoleh hasil. konsesiperusahaandantidakditemukanlahan

«  PTSRL sudah memiliki tim damkar dan me- milik masyarakat juga terbakar disekitar lokasi
menuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan tersebut.
Ahli AMDAL). «  TerkaitmediasiyangdilakukanPoldaRiau,mas-

«  Ahlipidanamenjelaskanperusahaantidakmemi- yarakattidakmengetahuitentanghaltersebut.
likitanggungjawabataskebakarankarenadikua- «  Poskotimpemadamkebakaranperusahaanbaru
sai masyarakat. dibangunsetelahkebakaranterjaditahun2015.

«  AhliKebakaran menjelaskan kebakaran bukan
perbuatan atau kelalaian dari pihak PT SRL.

Pernyataan api ber-
asal dari lahan mas-
yarakat tidak benar
karena tidak ditemu-
kan areal bekas
terbakar dari lahan
masyarakat. Koor-
dinat S 0°25'6.89”

E 102°48'6.32"

= Foto diambil pada
=y 17/09/2016

Lahan bekas
terbakar saat ini
sudah ditanami
akasia kembali oleh
perusahaan. Koor-
dinat S 0°25'4.97"
E 102°48'19.17"
Foto diambil pada
17/09/2016
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4. PT Rimba

Lazuardi (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan
Polda Riau

Lahanterbakarsekitar15hek-
tardanmerupakanlahanyang
dikuasaiolehmasyarakat(Pai-
hotma Silaban dan sekelom-
pokmasyarakatDesaPesajian)
dan dijadikan perkebunan.
Ahli Karhutla menjelaskan
pembakaraninidisengajaun-
tukpembersihandanpenyia-
panlahanperkebunanuntuk
masyarakat bukan PT RL.
Perusahaan juga telah mel-
aporkanpenggunaankawasan
tanpaizinolehmasyarakatini
dansedangdisidikSatreskrim
Polres Inhu. Sehingga ahli
menyatakan PTRL tidak ber-
tanggungjawabataskelalaian
ataupun kesengajaan.

Ahli Amdal BLH menjelas-
kan PT RL telah menerapkan
pengelolaanlingkungansesuai
AMDAL.
Perusahaanmengalamikesuli-
tanuntukmenyelesaikanper-
soalanlahankarenamendapa-
tkan perlawanan keras dari
masyarakat.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari
di Lapangan

Sekitar 200 hektar areal PT
RL terbakar pada 2015. Areal
terbakar tersebut diokupasi/
dirambaholehcukong.Pasca
kebakaranarealberkonflikini
dijadikantanamankehidupan
perusahaandanluasnyamen-
jadi560hektar. Artinya, peru-
sahaanbarumenetapkanloka-
sitanamankehidupansetelah
kebakaran dan berkonflik.
Saat ini lokasi bekas terba-
kar tersebut telah ditanami
akasiaolehperusahaanberu-
mur sekitar setahun.Namun,
di areal tanaman kehidupan
tersebut konflik masih ber-
jalanantaraperusahaanden-
gan banyak cukong. Tidak
ada mediasi yang dilakukan
PoldaRiauterhadaparealyang
berkonflik ini.

Areal PT Rimba Lazuardi yang terbakar pada 2015 kini telah
ditanami akasia kembali oleh perusahaan berumur sekitar 1
tahun. Koordinat S 0°18'37.71” E 101°52'10.25". Foto diambil

pada 26/09/2016
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Lahan bekas terbakar pada 2015
kembali terbakar pada 2016 saat
tim melakukan pengecekan di
lapangan. Koordinat N 1°58'52.51"
E 101°14'7.83" Foto diambil pada
04/09/2016

5. PT Suntara Gaja Pati (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

Lokasi terbakar seluas 5 hektar di Kelurahan
Basilam Baru, Dumai. Lokasi tersebut adalah
lahanyangdikuasaimasyarakatyangditanami
kelapa sawit dan karet.

Perusahaan sudah memiliki tim damkar dan
memenubhi sarpras sesuai AMDAL (Keteran-
gan Ahli AMDAL).

Ahli Karhutla menjelaskan kebakaran ditu-
jukanuntukpembukaanlahandalamrangka
penyiapanlahanuntukpenanamankelapasaw-
it, namun Polda tidak menemukan bukti ter-
penuhinyaunsurkesengajaankarenaPTSGP
tidak bergerak dibidang perkebunan.

14 | Tempias

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

Lahanterbakarberadadalamkawasangambut.
Saat tim melakukan pengecekan lapangan,
pada 2016 juga terjadi pembakaran di areal
yang sama dengan areal yang terbakar pada
2015.Pada planginformasigaris polisidinya-
takanlahanterbakarseluas30hektar,namun
daripeninjauantim,arealterbakarlebihdari30
hektar.
Masihterdapatkonflikantaraperusahaanden-
gan masyarakat sekitar karena tidak adanya
kejelasan tapal batas areal perusahaan. Mas-
yarakatjuga tidak mengetahui mediasiyang
dilakukan Polda Riau.




6. PT Siak Raya
Timber (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

+  Luasarealterbakar5,3hektardiDesaGunung
Sari Kecamatan Gunung Sahilan, Kampar.
Izin PTSRT telah dicabutsejak21 Maret 2013,
sehinggapenyidikmenilaitidakadaperbuatan
melawanhukumyangdilakukan PTSRTterh-
adapkarhutlayangterjadipada18September
2015.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

«  Kondisi terkini lahan PT SRT bekas terbakar
sudahditanamisawitdan dikuasaioleh mas-
yarakat,baiktempatan,pendatangdancukong.

Lahan terbakar kini diokupasi oleh masyarakat _' 1
baik tempatan maupun pendatang serta cukong. || RS
Koordinat S 0°5'59.87"E 101°34'3.80" Foto diam- 35 gl it

bil pada 24/09/2016

Lahan terbakar kini sudah ditanami sawit dan diokupasi oleh masyarakat dan cukong. Koordinat S
0°6'0.12" E 101°34'3.25". Foto diambil pada 24/09/2016

[
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7. PT Hutani Sola Lestari (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

+  Areal terbakar mencapai 91,2 Ha dan peny-
idikannyaditanganiPPNSKLH. Setelah keba-
karan,izinPTHSLdicabutpada21September
2015.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

+  Pembakaran pada areal PT HSL mencapai
400Hadanberlangsungdalamtigatahap,Juli,
Agustus dan September 2015.

. Kawasanterbakarmerupakansemakbelukar
dan tegakan hutan alam.

- Tidak ada konflik antara masyarakat dengan
perusahaan,namunkonflikyangmunculada-
lahantaraperambahdanperusahaan.Sampai
saatinibelumadamediasiuntukpenyelesaian
persoal ini.

Lahan terbakar merupakan kawasan konflik
antara perusahaan dengan cukong. Koordi-
nat S 0°4'20.48”E 101°30'43.23" Foto diambil
pada 24/09/2016

Lahan terbakar merupakan tegakan
hutan alam. Koordinat S 0°3'10.38"
E 101°31'11.57” Foto diambil pada
24/09/2016

16 | Tempias



Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

«  Luasan lahan terbakar sekitar 100 hektar.

+  Api berasal dari areal konsesi PT BRP yang di-
kuasaikelompoktanidansudahditanamisawit.

. PTBRPsudah melengkapisarpras pencegahan
dan penanganan karhutla.

« Ahli pidana LH menjelaskan PT BRP tidak
dapatdimintaipertanggungjawabankarenatelah
melaksanakankewajibanmenanggulangikarhut-
ladantidakbisadinyatakansebagaitindakansen-
gaja atau lalai.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

«  Kawasanterbakarberadadiarealgambutkedala-
man lebih dari 4 meter.

. Kawasan terbakar merupakan semak belukar
yangberadadalamkawasanperusahaan,namun
timmendugapihakperusahaansudahmelaku-
kan penebangan hutan alam, karenatidak ada
bekas pembakaran dari kayu alam.

«  Adaaktivitaspenimbunandanpembuatanjalan
disekitarlokasiterbakar menuju hutanalamdi
konsesiPTBRP.Jalanitudibangun perusahaan.

o e - Setelahperusahaanmembangunjalan,perusa-
T haantidakmenjagahutanalamtersisa. Buktin-

. oy yaposjagayangjaraknyasekitar500meterdari

L hutanalamdibiarkantanpaadayangbertugas

= o o menjaga. Dugaan kuat tim investigasi, PT BRP

o = y - memuluskan jalan bagi kelompok baik yang

T g properusahaanataupuntidakuntukmenebang

[l g i hutan alam tersisa.

§ e N «  Tidak ada konflik dengan masyarakat sekitar

i L - < g e Sl karena masyarakat memihak perusahaan.
) - E 'd‘_
"I: n o e pm

: Terd ktifitas penimbuna b
i ocitar ok e etk e 8. PT Bukit Raya

~ alam di konsesi PT BRP. Koordinat S 0°4'22.95"

~ E 102723'29.60" Foto diambil pada 25/09/2016 Pelalawan ( H T’)

Kawasan terba
- semak ‘I'.
~ dalam kawasan p
telah dilakukan pe
~ hutan alam se
~ karan.

s

25/0072016 - et el g S T . (L
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Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

9. PT Dexter

Timber
Perkasa

Indonesia
(HTI)

Luas areal terbakar 2.960 hektar.
Sejakizinperusahaanditerbitkanpada22Maret
2007, perusahaantidakdapatberoperasikarena
arealnya dikuasai masyarakat.

Izin PT Dexter TPI dicabut oleh MenLHK pada
4 Februari 2015 sebelum kebakaran terjadi.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

Arealterbakarmerupakankawasangambutdan
dipenuhisemakbelukar.Timtidakmenemukan
adanyatanamanakasiamilikperusahaankarena
sejakditerbitkanizin,perusahaantidakberop-
erasi.
Pemantauanmenggunakandronememperlihat-
kansebagiandariarealperusahaansudahdita-
nami kelapa sawit milik masyarakat setempat
ataupun cukong.

Tim tidak dapat mendeteksi apakah terdapat
konflikdenganmasyarakatsetempat,karenalo-
kasi perusahaan jauh dari perkampungan.

Pemantauan menggunakan drone memperlihatkan sebagian areal perusahaan telah ditanami
sawit oleh masyarakat dan cukong. Koordinat N 1°57'42.29" E 100°36'35.98” Foto diambil pada

06/09/2016

i S b B
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10. Ruas Utama

Jaya (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

«  Luas lahan terbakar 288 hektar.

«  Arealterbakarmerupakanarealperusa-
haanyangdikuasaiolehmasyarakatdan
ditanami kelapa sawit serta karet. Areal
PTRUJsudah dikuasaimasyarakat selu-
as 8000 hektar yang berada di Desa Pe-
matang Sikek, Desa Teluk Pulau Hulu,
Desa Sei Jumrah, Desa Labuhan Papan
dan Desa Melayu Besar.

«  Pihak perusahaan sudah melaporkan
kepada Dishut, Bapedal dan kepolisian
terkaitlahan perusahaanyang dikuasai
masyarakat.

«  PT RUJ memiliki sarpras pencegahan
dan penanggulangan karhutla.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapan-

gan

+  Areal terbakar berada dalam kawasan
gambut.

«  Menurut pengakuan masyarakat, sejak
awal perusahaan masuk ke desa sudah
mendapatkan penolakan. Perusahaan
dinilai telah menyerobot lahan mas-
yarakat. Penolakan terus terjadi hingga
perusahaan tidak melakukan aktifitas
apapun. Masyarakat mengeluhkan be-
lum ada upaya dari pemerintah untuk
menyelesaikan persoalan ini.

«  Masyarakatmengeluhkansetiap tahun
kebakaranselaluterjadidiarealtanaman
karetdansawityangditanamimasyarakat
didalamarealperusahaanyangbarusaja
ditanami oleh masyarakat. Bahkan ada
tanamanyangberumursekiratigatahun
jugaterbakar.Menurutmasyarakatyang
membakartanamanmerekaadalahpe-
rusahaandengantujuanmengusirmas-
yarakat dari areal perusahaan.

«  Tidak ada mediasi yang dilakukan oleh
Polda Riau.

Areal bekas terbakar berada dalam ka-
wasan gambut. Koordinat N 1°49'7.97" E

101°4'58.85"  Foto diambil pada 07/09/2016 |

S b B

Lahan bekas terbakar dibiarkan begitu saja karena
masyarakat merasa perusahaan sengaja membakar
lahan yang ditanami sawit oleh masyarakat. Koordi-
nat N 1°48'40.16"E 101°5'3.44" Foto diambil pada
07/09/2016
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Areal KUD Bina Jaya Langgam seluas 163 hektar

LT = L=

= i

tumpang tindih dengan perkebunan kelompok

tani yang sudah berumur 10 tahun. Koordinat N 0°4'14.00” E 101°50'56.99” Foto diambil pada
24/09/2016

11. KUD Bina Jaya

Langgam (HTI)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

Luasanlahanterbakarmencapai400hektardan
pembakaran terjadi pada Oktober 2015.
Lahan milik KUD BJL dikelola bekerja sama
dengan PT Nusa Prima Manunggal, saat keba-
karan terjadi tim damkar sudah berusaha me-
madamkan api.
Lahanterbakardikuasaiolehmasyarakatdandi-
jadikan lahan perkebunan.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

Lahanterbakarberadadalamkawasangambut
dansaatkebakaranterjadi,lahandipenuhisemak
belukar.Sampaisaatinitidakadaaktifitasapapun
di lahan bekas terbakar
Menurutmasyarakatkawasanyangterbakarbu-
kan kawasan konflik.

Masyarakat tidak mengetahui perihal mediasi
yang dilakukan Polda Riau.

Tim menemukan bahwa lahan KUD BJL seluas
163hektartumpangtindihdenganperkebunan
sawitkelompoktaniyangsudahberumur10ta-
hun.

Tidak ada aktifitas apapun yang dilakukan di lah-
an bekas terbakar milik KUD Bina Jaya Langgam.
Koordinat N 0°4'24.32"E 101°52'0.10” Foto
diambil pada 24/09/2016

20 | Tempias



Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

Luas lahan yang terbakar 116 Ha.

Api berasal dari luar konsesi, yaitu Sungai
Bayang-bayangyangmenjadiarealseringdilaku-
kannya lllog.

PT ASL dapat memadamkan api bersama tim
ManggalaAgnidansebelumterjadikebakaran,
PT ASL telah menetapkan kawasannya dalam
kondisi Siaga Api.

PT ASL telah memenuhi sarpras yang ditetap-
kandalambukupedomanpengendaliankarhutla
yangdikeluarkanDirjenPerkebunanKementrian
Pertanian 2010.

Ahli Amdal BLH menjelaskan PT ASL telah
menerapkanpengelolaanlingkungansesuaiAM-
DAL.

AhliKebakaran menjelaskan kebakaran bukan
perbuatan atau kelalaian dari pihak PT ASL.

12. PT Alam Sari Lestari (Sawit)

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

Luaslahanyangterbakardilapanganlebihdari
116hektardanberadadalamkawasangambut.
Sebelum terjadi pembakaran, kawasan hanya
dipenuhisemakbelukardanhutanalamsudah
ditebangi lebih dahulu oleh perusahaan.
Tidakditemukanindikasibahwaapiberasaldari
luarlahankarenaterdapatbatasyangjelasberupa
kanal besarantaraareal perusahaan dan tidak.
Tidakterdapatkonflikdenganmasyarakatseki-
tar.

Kawasan bekas terbakar berada di lahan gambut dan hutan alam. Ada indikasi sebelum terjadi keba-
karan, hutan alam sudah ditebangi terlebih dahulu oleh PT Alam Sari Lestari. Koordinat S 0°26'11.89”
E 102°33'50.42" Foto diambil pada 16/09/2016
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e . . = 13. PT Pan
United
(Sawit)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

. Luas lahan terbakar mencapai 200 hektar
dan berada di Desa Buruk Bakul, Bengkalis

«  Pada 2007 PT PU mengajukan pencadan-
gan kawasan hutan seluas 2000 hektar
namun dibatalkan oleh Menhut pada 26
September 2012. Maka PT PU tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban terhadap
kebakaran.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

+  Kebakaran terjadi pada lahan gambut dan
hingga saat ini belum ada aktifitas peman-
faatan lahan bekas terbakar. Saat diwaw-
ancarai, warga mengetahui lahan bekas
terbakar adalah milik PT Surya Dumai, bu-
kan PT PU.

Tidak terdapat aktifitas apapun di
lahan bekas terbakar pada konsesi PT
Pan United. Koordinat N 1°23'39.50"
E 102°0'47.92" Foto diambil pada
27/09/2016

S b B

‘pada 2015 milik
 dalam kawasan

‘N 1°23'36.29"
oto diambil pada

-
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Dari pantauan drone terlihat jalur bakar yang
rapi di areal PT Riau Jaya Utama. Koordinat N
0°10'21.11" E101°27'35.46" Foto diambil pada
08/10/2016

Ada indikasi sebelum terjadi kebakaran, hutan
alam sudah ditebangi terlebih dahulu oleh PT
Riau Jaya Utama. Koordinat N 0°10'21.12" E

101°27'35.46" Foto diambil pada 08/10/2016

Vidalallans

e

14. PT Riau Jaya

Utama (Sawit)

Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

Lahan terbakar seluas 10 Ha di Desa Mentu-
lik Kampar, menurut perusahaan areal peru-
sahaan yang terbakar seluas 4 hektar dan 6
hektar milik masyarakat. Api berasal dari ar-
eal masyarakat.

Perusahaan sudah berusaha memadamkan
api sehingga dapat dipadamkan sebelum
meluas. Areal yang terbakar merupakan are-
al sempadan sungai yang sering dilalui mas-
yarakat dan api berasal dari luar areal peru-
sahaan.

Temuan Tim Investigasi Jikalahari di Lapangan

Pemantauan lapangan dan drone, tidak
ditemukan pembakaran di luar areal perusa-
haan.

Dari pemantauan drone, terlihat jalur bakar
yang rapi bekas terbakar. Ini mengindikasikan
kebakaran disengaja oleh perusahaan.

Belum ada aktifitas apapun di areal bekas
terbakar.

PT RJU belum melakukan pelepasan ka-
wasan hutan untuk budidaya perkebunan,
sehingga kawasan PT RJU masih berstatus
kawasan hutan.

Berdasarkan kanal pembatas perusahaan,
jarak dari konsesi dengan Sungai Kampar ha-
nya 50 meter.

Tidak ada konflik antara perusahaan dengan
masyarakat.
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Alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau

[ 4 .
PT P . Luas areal terbakar 308 hektar dan api beras-
1 5. araW'ra al dari lahan PT Langgam Inti Hibrindo yang

bersepadan.
e «  PTParawirasudahmelengkapisarpraspencega-
aW't handanpenanganankarhutla.MenurutAhliAlvi

Syahrin,perusahaantidakdapatdipidanakarena
sudah memenuhi aturan yang berlaku.

«  Ahli Karhutla menjelaskan perusahaan tidak
dapatdimintaipertanggungjawabanterkaitkes-
engajaan,karenakorporasitidakmendapatkeun-
tungandarimenyuruhkaryawanuntukmemba-
kar.

Lahan bekas terbakar sudah Jidabalian:
ditanami sawit oleh perusa- g
haan. Koordinat N 0°7’51.34"

E 101°52'23.84" Foto diambil

pada 24/09/2016

Temuan Tim Invetigasi Jikalahari di Lapangan

+  Lahanterbakarberadadalamkawasangambut.

«  Pembakaranlahan dilakukan sebelum perusa-
haanmelakukanpenanaman,karenadilapangan
tidak ditemukan bekas sawit yang terbakar.

+  Seluruhkawasanbekaskarhutlasudahditanami
sawitdenganumursekitarsatutahun,sehingga
lahantersebutsudahditanamibahkansebelum
SP3 diterbitkan.

+  Pernyataan bahwa api berasal dari lahan PT
Langgam IntiHibrindobertolakbelakangden-
gantemuan.Timmelihatlokasiterbakarantara
PTLIHdan PT Parawiradan menemukan masih
adahutanalamyangtakterbakarberadadiantara
kedua areal terbakar perusahaan tersebut.

Lahan terbakar berada dalam kawasan gam-
but dan ada indikasi perusahaan melakukan
pembakaran sebelum penanaman. Koordinat N
0°10'21.12" E 101°27'35.46" Foto diambil pada
08/10/2016

Jibalabors

24 | Tempias



B N N Y

LYLY

Analisis Fakta Lapangan

asilinvestigasimenemukanbahwaalasan
penerbitanSP3oleh PoldaRiaubertolak
belakangdengantemuantim.Secaragaris
besar temuan ini menggambarkan:

1. Bahwa benar areal 15 korporasi terbakar pada
2015

Hasilpengecekanlapangandipadukandenganpeta
GIS, kebakaran berasal dari dalam konsesi perusa-
haan.Kebakaranadayangcepatdipadamkanolehtim
kebakaranperusahaan.Adajugayanglambandilaku-
kanpemadamanolehperusahaan.Yangjelas,butuh
berhari-harimemadamkanapi.Hasilwawancaraden-
ganwargadisekitarkonsesi,wargayangmengklaim
lahanmerekadirampasperusahaan,mengakuibahwa
api tidak berasal dari luar konsesi perusahaan.

2. Dominan kebakaran di kawasan hutan ber-
gambut

Total 10 dari 15 korporasi berada di atas lahan gam-
but: 7 Perusahaan HTl yaitu PT Bina Duta Laksana,
PT Sumatera Riang Lestari, PT Suntara Gaja Pati, PT
Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa
Indonesia, PT Ruas Utama Jaya dan KUD Bina Jaya
Langgam.Untukperkebunansawit,ada3perusahaan
yang berada dilahan gambut yaitu PT Alam Sari Le-
stari, PT Pan United dan PT Parawira. Sisanya, 5 kor-
porasi berada di atas tanah mineral.

Dari10korporasiterbakardiataslahan gambut, ter-
hitungtotalluasgambutterbakarmencapai5.018,4
ha.Kedalaman gambut di areal terbakar di atas tiga
meterberdasarkan hasil overlay petakonsesidiatas
lahan gambut.

3. Kebakaran terulang di dalam konsesi perusa-
haan

Saatsedangmelakukanpengecekanlapangan,timme-
nemukan areal PT Suntara Gaja Pati kembali terba-
kardiarealterbakartahun2015. Arealyangterbakar
gambutdalam.Lebihdari30hektarlahanterbakardi
dalam konsesi perusahaan.

4, Bekas terbakar ditanami akasia dan sawit

Areal PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT
Sumatera Riang Lestari, PT Rimba Lazuardi dan PT
Parawirayangterbakarpada2015,telahditanamiaka-
siadan sawit oleh perusahaan.Rata-rataumurtana-

man satu tahun. Ini menunjukkan tanaman ini dita-
nam setelah korporasi terbakar.

Inimenunjukkanlahanbekasterbakarkembalidita-
namiakasiadansawit,merupakanlahanyangsubur.
Sebab,abuhasilpembakaransecaraotomatismenjadi
pupuk.

Tindakaninisecaraadministrasibertentanganden-
gan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan nomor  5.494/MENLHK-PHPL/2015
tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambutyang
terbit3November2015mengatakan:(1)"Ditetapkan
kebijakanPemerintahuntuktidakdapatlagidilakukan
pembukaanbaruataueksploitasilahangambut.Untuk
itu,pembangunanusahakehutanandanperkebunan
tidakdenganpembukaanlahandiarealbergambut.”

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November
2015tentangInstruksi Pengelolaan Lahan Gambut,
diatur bahwa:“Dilarang melakukan pembukaan la-
han (land clearing) untuk penanam baru, meskipun
dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,’ serta
“Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan
danhutanyangterbakarkarenasedangdalamproses
penegakan hukum dan pemulihan.”

5. Areal korporasi terbakar dominan berkonflik

Total 10 dari 15 korporasi berkonflik dengan mas-
yarakat, yaitu PT Bina Duta Laksana, PT Perawang
Sukses Perkasa Inustri, PT Sumatera Riang Lestari,
PT Rimba Lazuardi, PT Hutani Sola Lestari, PT Siak
Raya Timber, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter
Timber Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya dan
KUD Bina Jaya Langgam.

Konflikiniadasejakperusahaanmendapatizin.Klaim
masyarakatbervariasi.Adamasyarakattempatandan
masyarakathukumadatyangmengklaimbahwaareal
perusahaanmerupakantanahulayatmasyarakathu-
kumadatdanmasyarakattempatanyangtelahmen-
gelolajauhsebelumperusahaanhadir.Adajugawarga
pendatangyang mengklaim areal konsesi tersebut.
Modusnya:wargamengklaimlahan,lalumembakar
kemudianditanamikelapasawit,kelapadantanaman
lainnya.

Uniknya,saatmerekamengklaimlahandibiarkanoleh
perusahaan.Setelahmerekamenanambaruperusa-
haan berusaha mengusir.
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Wargamengklaim,terkaitmediasiyangdilakukanoleh
PoldaRiau,wargatidakmengetahuidanbahkantidak
ada mediasi yang diinisiasi oleh Polda Riau.

6. 1zin perusahaan telah dicabut

Temuanlapanganberdasarkanhasilwawancarawarga,
PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Raya Timber, PT Pan
United dan PT Dexter Timber Perkasa Indonesia, iz-
innyatelahdicabutolehpemerintah.Kini,lokasiterse-
but diokupasi/dirambah oleh warga.

Tim juga, jauh sebelum perusahaan inidicabutizin-
nya, atau sejak keempat perusahaan mendapatizin,
jarangaktif kemudiandiokupasiwargadanditanami
sawitdantanamanlainnya.Sewaktuizinperusahaan
belumdicabut,kebakarankerapterjadidaritahunke
tahun,namuntidakpernahdipadamkanolehperusa-
haan.Perusahaanbisadikenakanpertanggungjawaban
pidana sebelum izin perusahaan dicabut.

7. Modus sebelum pembakaran hutan dan lahan

Timmenemukanmodussebelumlahandibakardida-
lam konsesi perusahaan.

Pertama,PTBuktiRayaPelalawan,modusnyamelaku-
kanaktifitaspenimbunandanpembuatanjalansekitar
lokasiterbakarmenujuhutanalam.Kedua,KUDBina
Jaya Langgam, modusnya 163 ha lahan KUD Bina
Jayalanggamtumpangtindihdenganperkebunan
sawit milik Kelompok Tani yang sudah berumur 10
tahun.Ketiga, PT Alam Sari Lestari, modusnya sebe-
lumpembakaranhutanalamsudahditebangiterlebih
dahulu.Keempat, PTRiauJayaUtama, modusnyaja-
rak dari konsesi ke sungai kampar hanya 50 meter.

Dari fakta di atas,
tim investigasi me-
nilaimodus itu sudah
diketahuiperusahaan.
Namun, tidak segera
dilakukanpenindakan
pengamanan hutan.
8. Korporasi bera-
da dalam kawasan
hutan

Temuan tim di lapa-
ngan, korporasi sawit g
PT Alam Sari Lestari, &
PT Parawira, PT Pan
United dan PT Riau
Jaya Utama, ber-
dasarkan data Ditjen
Planologi Kehutanan &
dan Tata Lingkungan §

lamkawasanhutan.Artinya,izinkeempatperusahaan
tersebut illegal.

9. Audit Kepatuhan UKP4
DalamdokumenresumeauditkepatuhanUKP4han-
ya dua perusahaan yang diaudit UKP4 yaitu PT Sun-
tara Gaja Pati dan PT Ruas Utama Jaya. Hasil audit
tingkatkepatuhanperusahaandalamrangkapencega-
hankarhutlamenyatakankeduaperusahaantersebut
tidak patuh.

Temuandalampelaksanaanauditterhadapperusahaan
tersebut:
1. Perusahaanmenjalankankegiatandiatasgambut
dalam yang rawan kebakaran,
2. Perusahaantidakmampumenjagakonsesinya
dari karhutla akibat:
+  Penguasaanmasyarakatdikawasankonsesi
dan
+  Konflikmasyarakatyangberbatasandengan
areal konsesi
3. Perusahaanbelummemenuhikewajibanmini-
mumdalamrangkapencegahankarhutlaseperti
saranaprasarana,deteksidinidansumberdaya
alam untuk pencegahan karhutla.

ArtinyaalasanPoldaRiaumenyatakanbahwaperusa-
haansudahmemilikisaranaprasaranayanglengkap
patutdipertanyakan.PoldaRiautidakjujurmenyebut
nama-namaperusahanyangmasukdalamauditUKP4
dandinyatakantelahmemenubhikriteriakepatuhan.

Temuankamihanyaada2perusahaanyangmasukau-
ditUKP4dari 15 korporasiyangdiSP3dankeduanya
dinyatakan tidak patuh.

Jibalaker:

“TEMIIAN
INVESTIGASI

1. BENAR AREAL 15 KORPORASI
TERBAKAR PADA 2015

2. DOMINAN KEBAKARAN DI KAWASAN HUTAN
BERGAMBUT

3. KEBAKARAN TERULANG DI DALAM KONSESI PERUSAHAAN
4, BEKAS TERBAKAR DITAMAMI AKASIA DAN SAWIT

KLHK  dirilis

takan sebagian areal
keempat perusahaan

tersebutberadadida- &

pada [
Agustus2016menya- Eas

5. AREAL KORPORASI TERBAKAR DOMINAN BERKONFIK
b, HANYA DUA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM AUDIT UKP4,
7. MOOUS SEBELUM PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
8. KORPORASI BERADA DALAM KAWASAN HUTAN
9. [ZIN PERUSAHAAN TELAH DICABUT
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Analisis Hukum

ari 15 korporasiyang diSP3,ada 11 peru-
sahaanHTldan 4 sawit. Lokasikebakaran
tersebut10beradadalamkawasangambut
dansisanyaberadadalamditanahmineral.

Analisisinimenunjukkan perusahaan HTldan Sawit
telahmelakukantindakpidanalingkunganhidup,ke-
hutanan dan perkebunan. Ada produkhukumyang
tegasmenyebutperusahaanwajibmengamankanare-
alnya dari kebakaran dan perambahan/okupasi.

Pada hakikatnya, benar telah terjadi kebakaran di
dalam areal 15 perusahaan yang di-SP3. Modusnya
bervariasi,bisadilihatdarilemahnyapengamananar-
ealkonsesiperusahaan, konflikdibiarkanperusahaan
hingga areal terbakar kembali ditanami akasia dan
sawit.Yangjelas,dampakkebakaranhutandanlahan
mengakibatkanpencemaranlingkunganhidupberupa
dilampauinya baku mutu udara ambien.

Pasal 98 dan 99 dari UU 32 tahun 2009 tentang Per-
lindungandanPengelolaanLingkunganHidup,pem-
bakarandiarealkonsesidikategorikansebagaitinda-
kan kesengajaan atau kelalaian pemegang izin.

Pasal98ayat1:setiaporangyangdengansengajamelakukan
perbuatanyangmengakibatkandilampauinyabakumutuuda-
raambien,bakumutuair,bakumutuairlaut,ataukriteria
bakumutukerusakanlingkunganhidupdipidanapenjarapal-
ingsingkat3tahundanpalinglama10tahundengandenda
palingsedikitRp3miliardanpalingbanyak 10 miliar.

Pasal99ayat1:setiaporangyangkarenakelalaiannyamen-
gakibatkandilampauinyabakumutuudaraambien,baku
mutuair,bakumutuairlaut,ataukriteriabakumutuker-
usakanlingkunganhidupdipidanapenjarapalingsingkat1
tahundanpalinglama3tahundengandendapalingsedikit
Rp 1 miliar dan paling banyak 3 miliar.

Pihakyangdapatdimintaipertanggungjawabanterha-
daptindakpidanalingkunganhidupterterapadapasal
116ayat1:jikatindakantersebutdilakukanoleh,untuk
atauatasnamabadanusaha,tuntutanpidanadansanksi
pidanadijatuhkankepadabadanusahaatauorangyangmem-
beriperintahuntukmelakukantindakpidanaatauorangyang
bertindaksebagaipemimpinkegiatandalamtindakpidana.

Ayat2jikatindakpidanadilakukanolehorangberdasarkan
hubungankerjaatauhubunganlainnyayangbertindakdalam
lingkupkerjabadanusaha,sanksipidanadijatuhkankepada
pemberiperintah/pemimpindalamtindakpidanatersebutse-
cara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 18PPNomor4tahun 2001 tentang pengenda-
liankerusakandanataupencemaranlingkunganhidup

yangberkaitandengankarhutlaberbunyisetiappenang-
gungjawabusahabertanggungjawabatasterjadinyakarhutla
dilokasiusahanyadanwajibsegeramelakukanpenanggulan-
gankarhutla.Khususuntukarealkorporasiyangber-
gambut, dapat dikenakan:

Pasal 23 ayat 3 jo pasal 26 PP 71 tahun 2014 tentang
perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut,
menyebut:Ekosistemgambutdenganfungsibudidayadin-
yatakanrusakapabilamemenuhikriteriabakukerusakan
sebagai berikut:

a. mukaairtanahdilahangambutlebihdari0.4meter
dibawah permukaan gambut dan atau

b. tereksposnyasedimenberpiritdanataukuarsadibawah
lapisan gambut

Pasal26hurufbdancmenyebut:setiaporangdilarang
membukasalurandrainaseyangmengakibatkangambutmen-
jadi kering dan membakar lahan gambut.

TemuantiminvestigasiJikalahariadabeberapakor-
porasiHTIlyang menanam kembali setelah arealnya
terbakar.Tindakaninisecaraadministrasibertentangan
denganSuratEdaranMenteriLingkunganHidupdan
Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015
tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambutyang
terbit3November2015mengatakan:(1)“Ditetapkan
kebijakanPemerintahuntuktidakdapatlagidilakukan
pembukaanbaruataueksploitasilahangambut.Untukitu,
pembangunanusahakehutanandanperkebunantidakdengan
pembukaan lahan di areal bergambut.”

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November
2015 tentang InstruksiPengelolaan Lahan Gambut,
diaturbahwa:'Dilarangmelakukanpembukaanlahan
(landclearing)untukpenanamanbarumeskipundalamarea
yangsudahmemilikiizinkonsesi,'serta"Dilarangmelaku-
kanaktifitaspenanamandilahandanhutanyangterbakar
karenasedangdalamprosespenegakanhukumdanpemuli-
han

Selain melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Per-
lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ke
15perusahaantersebuttelahmelanggarUUsektoral
masing-masing.PerusahaanHTltelahmelanggarUuU
Kehutanan. Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit
telahmelanggarUUPerkebunandanUUPemberan-
tasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

1. Perusahaan HTI

Darihasiltemuandilapangan,diperolehfaktabahwa
benartelahterjadikebakarandidalam 15 korporasi.
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Hasilwawancaradenganwarga, pelakupembakaran
dansumberapitidakdiketahui.Wargamenyebutapi
berasal dari areal perusahaan. Perusahaan menya-
takansebaliknya.Perusahaanjugamenunjukkanup-
ayadalammenanggulangikarhutladengan‘aktif’me-
madamkanapi.Wargapunmelihatadatimpemadam
dari perusahaan.

Selain itu, benar areal perusahaan yang terbakar
berkonflik dengan masyarakat sekitar. Perusahaan
mengklaimitulahanmerekakarenamemilikiizindari
pemerintah.Masyarakatmenentangdankatakanpe-
rusahaantelahmengambillahanwarga.Akhirnyape-
rusahaanmenganggapmasyarakattelahmerambah/
mengokupasi arealnya.

Selama melakukaninvetigasidilapangan, tim tidak
menemukansaranadanprasaranapencegahandan
penanganankarhutlaperusahaandidekatarealterba-
kar.

4 4

ACA PRODUK HUKUM
YANG TEGAS MENYEBUT
FERUSAHAAN
WAJIE MENGAMANKAN
AREALNYA DARI
KEEAKARAN DAN
FERAMEAHAN
ATAU OKUFASI

[
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Kebakarandidalamkonsesiperusahaanbaikdisengaja
ataupunlalaiolehmanajemenperusahaan,merupakan
tindakpidana.Meskiperusahaanmemilikisaranadan
prasanapencegahankarhutladanaktifmemadamkan
api,tapitidakmengamankankonsesinyadariokupasi/
perambahantetapsaja,perusahaanbersalahmelaku-
kantindakpidanaLlingkunganHidupdanKehutanan.

Pelanggaran hukum tersebut:

a. Pertama,Pasal32UUNo41Tahun1999tentang
KehutananmenyebutPemegangizinsebagaima-
nadiaturdalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewa-
jibanuntukmenjaga,memelihara,danmelestari-
kan hutan tempat usahanya.

b. Kedua,Pasal 8 ayat4 PP 45tahun 2004 tentang
perlindunganhutan,perlindunganyangdimak-
sud adalah:

1. Mengamankanarealkerjanyayangmen-
yangkuthutan, kawasanhutandanhasil
hutan termasuk tumbuhan dan satwa;

2. Mencegahkerusakanhutandariperbua-
tanmanusiadanternak, kebakaranhutan,
hamadanpenyakitseratdaya-dayaalam.

3. Mengambiltindakanpertamayangdiper-
lukanterhadapadanyagangguankeaman-
an hutan di areal kerjanya;

4. Melaporkan setiap adanya kejadian pe-
langgaranhukumdiarealkerjanyakepada
instansi kehutanan terdekat

5. Menyediakansaranaprasarana,sertatena-
gapengamananhutanyangsesuaidengan
kebutuhan.

c. Ketiga, dalam Surat Edaran Nomor SE.7/VI-
BUHT/2014tentangPelaksanaanPerlindungan
dan Pengamanan Kawasan Hutan pada Areal
Kerja IUPHHKHTI pada poin ketiga ditegaskan
kewajiban dari pemegang IUPHHK-HTI. Dian-
taranyamelakukanperlindungankawasanareal
kerja dengan:

1. Mencegah adanya penebangan pohon
tanpa izin

2. Menyediakan sarana prasarana pen-
gamanan hutan

3. lkut aktif melaksanakan pencegahan,

pemadaman,danpenanggulangankeba-

karan hutan dandisekitarareal kerjanya

Pemegang izin wajib mencegah dan

menghindarkanterjadinyatindakpelang-

garanolehkaryawanataupihaklainyang
menyebabkankerusakanhutanataulah-
anhutandalamarealkerjanyaantaralain:
penggarapan/penggunaan/menduduki
kawasanhutansecaratidaksah danper-
ambahanlahanhutan,pencegahanperbu-
ruan satwa liar/ satwa yang dilindungi

5. Pemegang izin wajib melaksanakan
terselenggaranyafungsilindungdarika-
wasanlindungdanarealkelerengancuram

6. Pemegangizinsegeramelaporkansetiap
gangguankeamananhutandanataukeru-
sakanakibatbencana,hamadanataupen-
yakitterhadaptegakandiareal kerjanya
kepada pihak berwajib

7. Melakukan koordinasi dengan instansi
terkaitdansosialisaikepadamasyarakat
sekitar areal kerjanya.

&

ProdukhukumKehutanandiatasmenegaskanbahwa
perusahaanHTlwajibmenjagadanmelindungiareal-
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nya,duadiantaranyadarikarhutladanperambahan/
okupasi. Di lapangan tim menemukan perusahaan
HTlsengajaataupunlalaimembiarkanarealnyaterba-
kar dan diokupasi oleh masyarakat.

2. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Dari hasil temuan dilapangan, diperoleh dari 4 kor-
porasisawityangdiSP3,2diantaranyaberadadalam
kawasangambut.KeempatperusahaanyaituPTRiau
Jaya Utama, PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, dan
PT Pan United berada di dalam kawasan hutan.

Penjelasanbahwaapiberasaldariluarkawasanperu-
sahaantidakbenar.Sebabtimmenemukanlahanter-
bakarmasihberadadalamkonsesiperusahaansetelah
mengoverlayarealterbakardenganarealkonsesiperu-
sahaan.Bahkanlahanbekasterbakarkinisudahditan-
ami sawit oleh pihak perusahaan sendiri.

Timjugamenemukanbahwalahanterbakarsebelum-
nyasudahdibersihkanterlebihdahuludalamrangka
pembersihandanpenyiapanlahan.Dilapangantimti-
dakmenemukantegakanhutanalammelainkanhanya
semak belukar.

Tim juga menemukan korporasi sawit PT Alam Sari
Lestari, PT Parawira, PT Pan United dan PT Riau Jaya

4. Lahan rerl

PELANGGARAN
HUKUM [SAWIT)

vang di 53, 2 dinntaranya berada dalam

hakar kind sudab ditanami sawic oleh
haan sendiri.

an terlehih dohulu dalam
pan lahan

wdah diber

ramgha sihan dan pe

mipuit

di dalam ks n hutan,

Pasal 56 UU No 39
Tahun 20M Tentang
Perkebunan

Pasal 92 aﬂat 2 huruf a
UU Nomor 18 Tahun 2013
tentang pencegahan dan
pemberantasan perusakan hutan

Utama, berdasarkan data Ditjen PlanologiKehutan-
an dan Tata Lingkungan KLHK dirilis pada Agustus
2016menyatakansebagianarealkeempatperusahaan
tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Keempatperusahaansawittersebuttelahmelanggar
pasal 56 UUNo 39Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
Pasal 56 berbunyi:

1. Setiappelakuusahaperkebunandilarangmem-
buka dan/atau mengolah lahan dengan cara
membakar.

2. Setiappelakuusahaperkebunanberkewajiban
memiliki sarana sistem, sarana dan prasarana
pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Selainitu,keempatperusahaantersebuttelahmelang-
gar Pasal 92 ayat 2 hurufa UU Nomor 18 Tahun 2013
tentangpencegahandanpemberantasanperusakan
hutan,korporasiyangmelakukankegiatanperkebunan
tanpaizinmenteridalamkawasanhutan,sepertiyang
dijelaskanpadapasal17ayat2hurufbdapatdipidana.
Pidanapenjarapalingsingkat8tahundanpalinglama
20tahun.SedangkandendapalingsedikitRp20miliar
dan paling banyak Rp 50 miliar.
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Fakta Lainnya

Isu Seputar Penerbitan SP3 15 Korporasi

esakan publik atas kejanggalan SP3 15

korporasi direspon oleh DPR Rl dengan

membentukPanitiaKerja(Panja)karhutla

pada22Agustus2016.Dalamrapatpleno
Komisi Ill DPR RI ditetapkan Wakil Ketua Komisi
Ill, Benny KHarmain sebagai Ketua Panjadengan 25
orang anggota.

Panja karhutla DPR Rl memanggil NGO, MenLHK,
Kejagung, Kejati Riau, ahli dan 3 Kapolda Riau. Pada
21September2016,RapatDengarPendapatbersama
Pansus Karhutla DPRD Riau dan NGO pemerhati
lingkungandigelar.Hasilnya,PanjaKarhutladiminta
untukmenindaklanjutipermasalahanpenerbitanSP3.

Keesokan harinya, giliran Menteri LHKyang dipang-
gil.Faktabahwaadanyaperusahaanfiktifdari15yang
di SP3 muncul dari keterangan Siti Nurbaya. Panja
KarhutlamendesakMenteriLHKuntukmengevalua-
sidanmengawasiizinhakpengusahaanhutan.Pemer-
intahjugadidoronguntukmenjatuhkansanksiyang
tegasterhadapperusahaanyangmelakukanpelangga-

€ saya diutus BLH Provinsi Riau

Nelson Sitohang
Ahli dari Badan Lingkungan Hidup
Prouinsi Riau

ran di bidang lingkungan.

Pada 26 September, Kejagung turut dihadirkan da-
lam rapatdengan Panja Karhutla DPRRI. Pada rapat
tersebutHMPrasetyomenyatakankejaksaanbelum
menerima SPDP dari kepolisian. Hanya ada 3 Surat
PemberitahuanDimulainyaPenyidikan(SPDP)yang
diterimaolehkejaksaan.Ditemukankejanggalanlain-
nyabahwaseharusnyaprosesjugaharusdiketahuidan
diawasikejaksaan,namunhaliniyangtidakdilakukan
Polda Riau.

Keterangantersebutsesuaidenganketerangankejati
Riau Uung Abdul Syakur bahwa dari 15 SP3 15 peru-
sahaan, hanya ada 3 SPDP sedangkan yang 12 tidak
ada SPDPnya.Uung memberikan keterangan terse-
butpadatanggal 110ktober2016.Jelasbahwatidak
adanyaSPDPadalahsuatuprosesyangsalahatauca-
cat prosedur.

Panjakarhutlajugamengundangahlikarhutla, keru-
sakanlingkungandan perizinanuntukmenjelaskan
persoalanSP3terhadap 15 korporasitersebut.Hadir

‘ ‘ Artinya, keterangan ahli Nelson
gugur, dan penuidikon perkara harus
dilanjutkan hingga P21} J)

Woro Supartinah
Koordinator jikalahari
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Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo yang mer-
upakan ahli karhutla, Basuki Wasis ahli kerusakan
lingkunganhidupdanNelsonSitohang,ahlidariBLH
Provinsi Riau.

Bambang Hero dalam penjelasannya kepada Panja
KarhutlamerekomendasikanagarSP3inidapatdibu-
kakembalikarenaketeranganahliyangdijadikandasar
menerbitkan SP3 tidak memiliki kompetensi untuk
memberikan komentar serta bersifat normatif. Ada
keterangandariahlilainnyayangdidasarkanpadauiji
laboratorium namun diabaikan oleh penyidik.

Ahli Nelson Sitohang juga mengaku bahwa dirinya
bukanahliyangkompetendalambidangtersebut.Nel-
sonmengakubahwasaatkejadiandirinyamenjabatse-
bagaiKepalaSubBidangKajianDampakLingkungan
BLHRiaudandirinyamenjadiahlikarenapermintaan
penyidik ke kantor BLH Riau. Pimpinan sidang Ben-
nyKHarmanmengatakanbahwaketeranganNelson
yangdipakaiolehpenyidikhinggamelahirkanproduk
hukumyangbernamaSP3itutidakbisadipakaikarena
tidak berkompeten dan atas paksaan penyidik.

Selasa, 25 Oktober 2016 Panja memintaketerangan
dari mantan Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Her-
mawan. Dari pertemuan tersebut, panjamendapati
keteranganberbedaantaraketeranganDollydengan
BrigjenPolSupriyantoyangsudahdiperiksaterlebih
dahulu.

Sebelumnya,SupriyantomengatakanbahwaSP315
perusahaanditerbitkanpadazamansebelumiamenja-
bat,Supriyantomenjabatsejak21Maret2016.Namun
DollymengatakanbahwadimasadirinyamenjadiKa-
polda Riau, hanya ada tiga SP3 yang diterbitkan.

SejalandenganpembahasandiPanjaKarhutlaKomisi
Il DPR RI, pada pertengahan Oktober 2016, Mabes
Polrimengutustimauditinvestigatifuntukmengeval-
uasi SP3 15 perusahaan. Tim terdiri dari 18 perwira
penyidikMabesPolridanmelakukanauditselamase-
pekan.Hasilnya,timauditmenemukanada6SP3yang
dinilai memiliki kesalahan. Laporan telah diberikan
kepada Mabes Polri pada 14 Oktober 2016, namun
sampai saat ini baik Kapolda Riau maupun tim dari
MabesPolribelummenyampaikanperusahaanmana
saja yang SP3-nya bermasalah.

Pada28 Oktober 2016, JikalaharibersamaRCT meri-
lisPanjakarhutlaDPRRIwajibmendengarketeranganahli
yangmerekomendasikanSP315korporasi.Dalamrilis Ji-
kalahari dan Riau Corruption Trial (RCT) mendesak
Panja Karhutla DPR Rl kembali mendengar keteran-
ganahli-ahliyangmerekomendasikanpenerbitanSP3
15Korporasipembakarhutandanlahantahun2015,
selain ahli Nelson Sitohang.

AhlilainnyayangmerekomendasikanSP3,yaituJuni-
asman Purba (Dinas Kehutanan Propinsi Riau), Ardi
Yusuf, S.Hut, M.Agr, (Ahli Kebakaran Hutan dan La-
han), Dr Erdianto SH, (Hukum Pidana Universitas

£6

FANJA KARHUTLA
HARUS MENDENGARKAN
KETERANGAN AHLI
YANG MEREKOMENDASIKAN
SP3. BISA JADI KETERANGAN
AHLI DIPENGGAL-FENGGAL
KALIMATNYA DEMI
KEPENTINGAN TEETENTU

)
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Riau) dan Prof DR Alvi Syahrin SH, M.S, (ahli hukum
pidanalingkungandariUniversitasSumateraUtara).

Dalam catatan RCT, banyak ahli-ahli yang berkom-
petendihadirkanolehJaksaPenuntutUmum dalam
perkara pidana karhutla korporasi seperti PT Adei
PlantationandIndustry (2013),PTNational Sago Pri-
ma (2014), PT Langgam Inti Hybrindo dan PT Palm
Lestari Makmur (2016).

Ahli-ahli tersebut yaitu Prof Bambang Hero Sahard-
jo (Ahli kebakaran hutan dan lahan IPB), DR Basuki
Wasis (Ahli Kerusakan Tanah IPB), Prof Eddy O.S
Hiariej (Pakar hukum Pidana Korporasi dari UGM),
Prof Alvi Syahrin (ahli pidana USU) dan Nelson Sito-
hang (ahli izin lingkungan dan AMDAL).

Namun keterangan mereka tidak digunakan Polda
Riau dalam penyidikan 15 perusahaan yang di SP3.
JustruPoldaRiaumenggunakanketeranganErdianto
danJuniasmanPurbayangmasihdipertanyakankom-
petensinya.

Selain itu, Alvi Syahrin kerap menjadi ahli yang di-
hadirkanJaksaPenuntutUmumuntukperkarapidana
karhutla PT Jatim Jaya Perkasa, PT Langgam Inti Hy-
brindo dan PT Palm Lestari Makmur. Ahli Ardi Yu-
suf menjadi ahliyangjuga dihadirkan jaksa perkara
pidanakarhutla PT Mekarsari Alam Lestari. Keteran-
gankeduaahlimemberatkanterdakwa,namundalam
penjelasanPoldaRiau,tiba-tibakeahlianmerekajadi
menguntungkan perusahaan pembakar hutandan
lahan. Hal ini menurut pantauan Jikalahari dan RCT
cukup janggal.
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Prestasi Polda Riau 2013 - 2016

ebelum adanyaditerbitkannya SP3 terhadap

15perusahaanpelakupembakaranlahan,pub-

lik memiliki harapan besar kepada Kapolda

Riau.Pasalnya,sejak2013PoldaRiaumemiliki
catatansuksesdapatmengajukankasuskarhutladen-
gan tersangka korporasi hingga P21.

Pada 2013, Polda Riau menetapkan PT Adei Planta-
tionandIndustry sebagaitersangka pelaku pemba-
karan lahan. Areal terbakar seluas 40 hektar berada
di Desa Batang Nilo Kecil. Terdakwa dari perkara
iniadalah korporasi serta General Manager PT Adei,
DanesuvaranKRSingam.Perkarainimulaidisidang-
kan di PN Pelalawan sejak 15 Januari -9 September
2014.

Putusankasusinimembawaanginsegar.Sebab,Maje-
lisHakimmemutuskeduaterdakwaterbuktibersalah.
PTAdeididendaRp1,5miliardanharusmemulihkan
lahanterbakardenganbiayaRp 15,1 miliar.Sedang-
kanuntukDanesuvarandipidanapenjaraltahundan
denda Rp 2 miliar.

Akhir 2014, kembali Polda berhasil membawa kor-
porasi ke meja hijau. PT Nasional Sagu Prima serta
General Manager Erwin dijadikan terdakwa. Areal
perusahaan sagu ini terbakar seluas 3000 hektar di
Tebingtinggi.Perkaradisidangkansejak4 Desember
2014 hingga 22 Januari 2015 di PN Bengkalis.

Putusan majelis hakim menyatakan PT NSP terbukti
bersalahkarenakelalaiannyamenyebabkankerusakan
lingkungan hidup dan didenda Rp 2 miliar. PT NSP
juga dikenai pidana tambahan melengkapi sarana
prasarana penanggulangan karhutla. Untuk Erwin,
majelishakimmemutuskanGeneralManagerinitidak
bersalah.

Dipenghujung 2015 kembali Polda mengantarkan
pelakupembakarlahanketahapP21.Adadualahan

korporasi terbakar pada 2015, PT Langgam Inti Hi-
brindoseluas533hektardiKebunGondaiPelalawan,
PT Palm Lestari Makmurterbakar seluas 36 hektar di
DesaPenyaguanKecamatanBatangGangsallndragiri
Hulu.

Sidang PT LIH berlangsung sejak 2 Februari hingga
9 Juni 2016 di PN Pelalawan. Namun yang menjadi
tersangka bukanlah korporasi, melainkan Manager
Operasional PT LIH, Frans Katihokang. JPU men-
dakwakanbahwa Fransmerupakanorangyangber-
tanggungjawabterjadinyakebakarandiareal PTLIH.
NamunmajelishakimmemutuskanFransKatihokang
tidakbersalah dandibebaskandarisegalatuntutan.

Sedangkan untuk PT PLM, korporasi juga tidak dija-
dikanterdakwa, namunhanyaperorangan.Parater-
dakwa adalah Direktur PT PLM, ling Joni Priyana,
ManagerFinanceNiscalMChotaidanManagerPlan-
tation,EdmondJhonPereira.Merekadidakwasebagai
orangyangbertanggungjawabterhadapkebakarandan
mulaidisidangkanpada2Marethingga29Juni2016.

MajelishakimmemutuskanbahwalingdanEdmond
terbuktibersalahdandipidanapenjaraselama3tahun
dandendaRp2miliar.SedangkanuntukNiscaldibe-
baskankarenadinilaibukanlahpihakyangbertanggu-
ngjawab.

Mengacukepada4kasusyangditanganiPoldaRiau.
Dalam sangkaannya Polda tidak menemukan siapa
pelakuyangmembakarlahankeempatperusahaan.
Namun, kasus tetap dilanjutkan hingga P21 ke Ke-
jaksaandenganmenerapkanpasalberlapisdanmen-
dasarkanpadaketeranganahliimenggunakanscientific
evidence).
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Kesimpulan dan Rekomendasi

nvestigasiJikalaharisepanjangSeptember2016

menemukanbahwabenarterjadikebakarandi

dalam 15 konsesi perusahaan.Temuaninijuga

bertolakbelakangdenganalasanpenerbitanSP3
oleh Polda Riau.

Fakta-faktadilapanganmenunjukkanarealterbakar
berasal darikonsesiperusahaanyangdiokupasi/ di-
rambah olehmasyarakat.Saat terjadikebakaranda-
lamkonsesiperusahaan,adayangcepatmenangani,
namunadapulayanglambatdalammemadamkanapi.

Namun, perusahaantetapsajasengajaataulalaitidak
mengamankankonsesinyadariokupasi,perambahan
dankebakaran.Faktatersebutmembuktikanperusa-
haantelahmelakukantindakpidanalingkunganhidup
dan kehutanan.

Faktalainmenunjukkandariprosestanyajawabyang
dilakukan Panja Karhutla DPR Rl bersama NGO,
Menteri LHK, Kejagung, Kejati Riau, ahli dan 3 Ka-
polda Riau ada kejanggalan yang ditemukan.

HasilauditinvestigasiMabesPolri,ada6perusahaan
yangdiSP3olehPoldaRiaudirekomendasikanuntuk
dilanjutkan kembali penyidikannya.

BahwaalasanpenerbitanSP3karenatidakcukupbukti
bertentangandengantemuantiminvestigasilikalahari
dan keterangan ahli di Panja Karhutla DPR RI. Pa-
dahal UU 32 tahun 2009 dan UU 41 jo UU 18 tahun
2013yangpadaprinsipnyamenyebutada6alatbukti
yangdapatdigunakandalamtuntutantindakpidana
lingkunganhidup.Selainketerangansaksi,ahli,surat,
petunjuk,terdakwadanalatbuktilain,salahsatunya
scientific evidence.

Pada kasus terdahulu, ada 4 perkara karhutla yang
ditangani Polda dan sampai ke tahap P21 didasar-
kan padascientificevidence.PT Adei Plantationand
Industry diputuskan bersalah di PN Pelalawan pada

4. Presiden

September2014.PTNasionalSaguPrimadisidangkan
pada akhir 2014 hingga awal 2015. PT Palm Lestari
MakmurdanPTLanggamIntiHibrindoyangmenjadi
tersangkabersama16perusahaanlainnyajugasampai
disidangkan di PN Rengat dan PN Pelalawan.

Hal ini menunjukkan alasan “kurangnya alat bukti”
dari Polda Riau hanya mengada-ada.

Untuk itu Jikalahari merekomendasikan agar:

1. Panja Karhutla DPR Rl merekomendasikan ke-
padaPresidenRldanKapolriuntukmelanjutkan
penyidikan SP3 15 perusahaan.

2. PresidenmemerintahkanKapolrimenundake-
naikan pangkat 2 Kapolda Riau, Kapolres dan
penyidik Ditreskrimsus Polda Riau karenatidak
transparan,tidakprofesional,melakukanstandar
gandapenyidikanterhadapkorporasisertame-
langgar KUHAP dan Perkap.

3.  Presiden memerintahkan Menteri LHK:

a. Mencabutizin4perusahaanyangmena-
nam kembali di lahan bekas terbakar.

b. Mereviewizin15korporasiyangterbakar
danselamamelakukanreviewperizinan,
MenteriLHKmenghentikanoperasional
dan aktifitas perusahaan.

c. Terkait4 perusahaanyangizinnyatelah
dicabut oleh MenLHK diserahkan ke
rakyat dengan model kelola Revitalisasi
Ekosistem berbasis masyarakat dan hu-
kum adat.

d. Menjalankan GNPSDA KPK.

memerintahkan  Kepala BRG
merestorasi gambut bekas terbakar di 10 areal
perusahaandenganpendekatanekosistember-
basis masyarakat.
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Lampiran Peta Hotspot

BerdasarkanpantauansatelitTerra-AquaModis,Jikalaharimelakukanpengumpulandatasebaranhotspotdi
areal15perusahaanyangdiSP3olehPoldaRiau.PengumpulandatadilakukansepanjangJanuari-Desember

2015 dan Januari - Oktober 2016

Datalikalaharimenunjukkanpada2015terdapat92

hotspot dan 28 hotspot pada 2016 di areal PT Bina
Duta Laksana

Datalikalaharimenunjukkanpada2015terdapat39
hotspot dan 0 hotspot pada 2016 di areal KUD Bina
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Datalikalaharimenunjukkanpada2015terdapat280

hotspot dan 9 hotspot pada 2016 di areal PT Rimba
Lazuardi

Datalikalaharimenunjukkanpada2015terdapat280
hotspot dan 9 hotspot pada 2016 di areal PT Hutani

Sola Lestari

Datalikalaharimenunjukkanpada2015terdapat15
hotspotdan5hotspotpada2016diareal PTParawira

Datalikalaharimenunjukkanpada2015terdapat34
hotspot dan 0 hotspot pada 2016 di areal PT
Sumatera Riang Lestari

34 | Tempias
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DataJikalaharimenunjukkanpada2015terdapat 33 hotspot
dan 38 hotspot pada 2016 di areal PT Suntara Gaja Pati

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 108 hotspot
dan 0 hotspot pada 2016 di areal PT Alam Sari Lestari
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DatalJikalaharimenunjukkanpada2015terdapat25hotspot
dan 4 hotspot pada 2016 di areal PT PSPI

DatalJikalaharimenunjukkanpada2015terdapat67hotspot
dan 18 hotspot pada 2016 di areal PT Ruas Utama Jaya

Ty :

hotspot dan 6 hotspot pada 2016 di areal PT Dexter TPl dan 0 hotspot pada 2016 di areal PT Siak Raya Timber

4
DataJikalaharimenunjukkanpada2015terdapat98
hotspot dan 9 hotspot pada 2016 di areal PT Pan

United.Setelahdilakukanpemetaan,arealperusahaan
ini tumpang tindih dengan PT Dwimajaya Utama.

Data Jikalahari menunjukkan pada 2015 terdapat 81 DataJikalaharimenunjukkan pada2015 terdapat87 hotspot
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DataJikalaharimenunjukkanpada2015terdapat27

hotspot dan 0 hotspot pada 2016 di areal PT Bukit
Raya Pelalawan
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